
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nemer 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Und-ang-Ondang Nomor 36 Tahun 2009 rentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan. 
Undang-Undang Nemer 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2018, 

perlu menetapkan rencana strategis Badan Layanan 
Umum Daerah Puskesmas dengan Peraturan Wali Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. 
dirnaksud dalam. huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Wall Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dacrab Pusat 
Kesehatan Masyarakat Kota Kendari Tabun 2023-2026; 

WALI KOTA KENDARI, 

DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURA.N WALl KOTA KENDARI 
NOMOR t! TAHUN 2023 

TENTANG 

WALIKOTA KENDARI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 
TEKNTS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KENDARI 

TA,t.fUN 2023-2026 



Indonesia Tahuo 2014 Nomor 244, Tambahao Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima.na 
telah diubah beberapa kali terakhir deogan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungao 
Keuangan Antara Pemerin.tah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layaoao Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor I 14, Tambaban Lembaran Negara 

ten tang 
Re_publik 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan. Lem.baran Negara Republik lndonesia Nom.or 
5234) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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Kesehatan (Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2019 
Nomor 68); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

Pemenuhan Mutu Pelayanan 
Pelayanan Minimal Bidang 

tentang Standar Teknis 
Dasar Pada Standar 

Republi.k 1ndonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

8. Perarnran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 
Le:mbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana t.elah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Sadan Layanan Umurn Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 
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PasaJ 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kota Kendari. 

2. Pemerintah daerah adalab Pemerintah Kota Kendari. 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGlS 

8ADAN LAYA.NAI\I UMUM DAERAH UNJT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KENDARI 

TAHUN 2023-2026 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Mente.ri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pembentukan dan Pcngclolaan Kcuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (Lembaran Oaerah Kota Kendari 

Tahun 2010 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 

2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerab Kota Kendari Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran 

Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 

17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 64 Tahun 2018 
tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pusat Kcschatan Masyarakat Pada Dinas 
Kesehatan Kota Kendari (Betita Daerah Kota Kendari 

Tahun 2018 Nomor 64); 
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Pasal 2 
(1) Renstra BLUD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari renstra 

Dinas. 
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD 

dalam penyusunan RBA. 

BAB IL 
KEDUDUKA.N RENSTRA BLUD 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari, 
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan 

Kota Kendari. 
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disehut T<epala Dinas adalah 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
6. Pusa.t Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas 

adalab fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesebatan masyarakat clan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutarnakan upaya promotif dan preventif, 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 
wilayah kerjanya. 

7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
dalam mem berikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, 

8. Rencana strategis yang selanjutnya disebut renstra adalah dokumen 
perencanaan 3 (tiga) tahun yang disusun untuk merrjelaskan strategi 
pengelolaan BLUD dengan mempertimbangan alokasi sumber daya dan 
kinerja dengan. menggunakan teknik analisis bisnis. 

9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalab 
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tabunan yang berisi 
program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD. 

10. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dok:umen 
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan. 

. s. 



Pasal 5 

(1) Renstra BLUD disusun dengan sistemati.ka sebagai berikut: 
a. pendahuluan; 
b. gambaran pelayanan Puskesmas; 
c. permasalahan dan isu-isu strategis; 
d. visi misi, tujuan dau sa.saran; 
e. strategi dan arah kebijakan; 
f. rencana program, kegiatan dan pendanaan; 
g. kinerja penyelenggaraan Puskesmas; dan 

n, UPTD Puskesmas Puuwatu; dan 
o. UPTD Puskesmas Wua-wua. 

b. UPTD Puskesmas Benu-benua; 

c. U.PTD Puskesmas Jati Raya; 
d. UPTD Puskesmas Kandai; 
e. UPTD Puskesmas Kemaraya; 
f. UPTD Puskesmas Labibia; 

g. UPTD Puskesmas Lepo-lepo; 
}L UPTD Puskesmas Mata; 
i. U PTO Puskesmas Mekar; 
j. UPTD Puskesrnas Mokoau; 

k. UPTD Puskesmas Narnbo 

I. UPTD Puskesmas Perumnas; 
m. UPTD Puskesmas Poasia; 

Pasal 4 

Renstra BLUD disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah meliputi.: 
a UPTD Puskesmas Abeli; 

Pasal 3 
Penyusunan Renstra BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memua:t: 
a. rencana pengembangan layanan; 
b. strategidanarah kebijakan; 
c. rencana program dan kegiatan; dan 

d. rencana keuangan. 

BAB TIT 

SUSUNAN DAN SJSTEMATIKA RENSTRA BLUD 
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Ditetapkan di Kendari 
'-/ - e1- 2023 

KENDARl, 

~ 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal tf - <f - 2023 

~~~SDAERAH 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kota Kendari. 

• 

BAB TV 

PENUTUP 
Pasal 6 

Peratu.ran Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

h. penutup. 
(2) Renstra BLUD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 
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